BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan hasil penelitian di atas, maka penulis dapat
menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :
1. Bahwa Pasal 78 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 belum
terealisasi dengan baik dibuktikan dengan adanya kasus kebakaran hutan yang
meningkat.

2. Adapun faktor yang menjadi hambatan Dinas Kehutanan Kabupaten
Bone Bolango dalam menanggulangi pembakaran hutan tidak lain
karena terbatasnya sarana dan prasarana pendukung operasi
pemadaman kebakaran lahan dan hutan, dimana alat pemadam
kebakaran yang ada berupa jet water cool yang dimiliki baru sebanyak
6 unit. Selain itu lokasi kebakaran merupakan areal yang medannya
sulit dijangkau serta terbatasnya sumber air di lokasi kejadian

kebakaran.
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5.2 Saran

Dalam penyusunan skripsi ini peneliti memberikan beberapa saran sebagai

berikut :

1. Aparat penegak hukum diharapkan lebih tegas memberikan sanksi
pidana terhadap pelaku kejahatan tindak pidana pembakaran hutan, dan
tidak menjadikan “sulitnya menemukan barang bukti” menjadi alasan
pembenaran. Sebab hutan sangat memberi manfaat yang besar tidak
hanya kepada Kkita sebagai manusia, melainkan manfaat tersebut
dirasakan oleh mahluk hidup ciptaan Tuhan lainnya.

2. Diharapkan kepada Dinas Kehutanan untuk lebih secara aktif
melakukan sosialisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang
telah diundangkan yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999
Kehutanan.

3. Perlu adanya peningkatan kemampuan aparat penegak hukum dalam
pelaksanaan tugas melalui pelatihan-pelatihan disamping adanya

fasilitas yang memadai dalam menunjang tugas-tugas di lapangan.
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